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Abstrak 

Komnas Perempuan merupakan Lembaga independen di bawah naungan pemerintah Indonesia yang 

memiliki mandat yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan. Sejalan dengan 

banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan melakukan kerjasama dengan 

United Nation population Fund (UNFPA) mengikuti prosedur perencanaan jangka menengah lima 

tahunan. Proses ini menghasilkan sebuah dokumen yang di sebut Country Programme Action Plan. 

Untuk periode siklus ke-9 Komnas Perempuan bekerja sama pada CPAP ke-9 periode tahun kerja sama 

2016-2020. Selain itu, dalam kerjasama antara Komnas Perempuan dan UNFPA menghasilkan Program-

program berupa intervensi Komnas Perempuan dalam forum strategi internasional yaitu menghadiri  

The Commission on the Status of Women (CSW) PBB di New York untuk mempromosikan kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 

berfokus untuk menganalisis studi kasus. Temuan dalam penelitian ini adalah pemberian layanan 

kesehatan yang berkelanjutan bagi perempuan dan adanya program-program berupa intervensi 

Komnas Perempuan dalam forum strategi internasional. 

Kata Kunci : KOMNAS Perempuan, UNFPA, Kekerasan Terhadap Perempuan, CPAP.  
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Abstract 

Komnas Perempuan is an independent institution under the auspices of the Indonesian government 

which has a mandate related to the issue of violence against women. In line with the large number of 

cases of violence against women, Komnas Perempuan collaborates with the United Nations Population 

Fund (UNFPA) following five-year medium-term planning procedures. This process produces a 

document called the Country Program Action Plan. For the 9th cycle period, the National Commission 

on Violence Against Women is collaborating on the 9th CPAP for the 2016-2020 cooperation year 

period. Apart from that, the collaboration between Komnas Perempuan and UNFPA produced programs 

in the form of Komnas Perempuan's intervention in international strategy forums, namely attending the 

UN Commission on the Status of Women (CSW) in New York to promote gender equality and women's 

empowerment. This research uses qualitative methods that focus on analyzing case studies. The findings 

in this research are the provision of sustainable health services for women and the existence of programs 

in the form of National Commission on Violence Against Women interventions in international strategy 

forums. 

Keywords :  KOMNAS Perempuan, UNFPA, Violence Against Women, CPAP. 

 

PENDAHULUAN 

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global dikarenakan 

kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang kerap mengglobal dan hampir 

terjadi di seluruh dunia. Pada tahun 1998, kekerasan terhadap perempuan merupakan 

penyebab kematian dengan nomor urut ke-10 terbanyak di dunia dan hal ini terjadi pada 

wanita dengan usia subur. Sekitar 50 survei penduduk diseluruh dunia menyatakan bahwa 

hampir 10-50% perempuan mengaku pernah dipukul atau disakiti secara fisik dan pernah 

mengalami kekerasan seksual dalam hidupnya.  

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual merupakan “tindakan 

yang di lakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual yang di arahkan pada 

seksualitas seseorang dengan mengunakan paksaan tanpa memandang status 

hubungannya dengan korban”. Menurut data WHO Terdapat sekitar 736 juta perempuan 

di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau kekerasan 

seksual dari yang bukan pasangan. Dari data terbaru yang disampaikan WHO, menyebutkan 

satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan 

bahkan lebih banyak terjadi pada wanita yang dikategorikan muda. Terdapat satu dari 

empat perempuan muda, dengan rentang usia 15 sampai 24 tahun, pernah mengalami 

kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh laki-laki (Mohan, 2021).  

Menurut laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan, tahun 2018 terdapat 
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peningkatan 348.486 atau tiga belas kali lipat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

dan anak perempuan yang di laporkan. Kekerasan fisik dan seksual adalah jenis kasus 

kekerasan yang paling banyak di laporkan pada tahun 2018. Kasus kekerasan di laporkan di 

ruang publik dan transportasi, kompleks perumahan dan apartemen, universitas dan 

sekolah, serta dalam proses migrasi. Termasuk di toilet umum dan tempat penampungan 

sementara. Ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan terus menghantui perempuan 

di Indonesia. Pada tahun 2020, pengaduan paling banyak di dapatkan oleh Komisi Nasional 

Anti kekerasan terhadap Perempuan adalah kasus kekerasan seksual yang mana terdapat 

38% atau sebanyak 2.228 kasus kekerasan seksual. 

CATAHU (Catatan Tahunan) menunjukkan meningkatnya angka pengaduan langsung 

para korban ke Komnas Perempuan. Hal tersebut diatas di akibatkan dari dampak 

penegakkan hukum yang lemah, masih banyaknya kebijakan diskriminatif dan impunitas 

bagi pelaku. Hal ini ditunjukan dari 46 surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas 

Perempuan, 54% (25 surat) ditujukan ke Kepolisian. Meskipun demikian, ada sejumlah 

kemajuan yang berhasil dicatat di Catatan Tahunan  ini, diantaranya adalah: tersedianya 

instrumen monitoring dan evaluasi implementasi UU nomor 23/2004 yang disusun oleh 

Komnas Perempuan, serta tingginya dukungan publik untuk RUU Penghapusan Kekerasan 

terhadap perempuan (Perempuan, t.thn.).  

Berdasarkan data yang telah di paparkan di atas, permasalahan kekerasan seksual 

terhadap perempuan mengakibatkan berbagai masalah sosial yang berkaitan erat dengan 

Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia hal tersebut tertuang dalam Pasal 289 sampai 296 

KUHP dalam artian bahwa pelaku kekerasan seksual akan dikenakan hukuman penjara 

kurang lebih 5 tahun. Bentuk Undang-Undang di atas merupakan payung hukum pidana 

kepada masyarakat terkait kekerasan seksual. Di dalam masyarakat Internasional, ada yang 

namanya hak fundamental yang merupakan hak setiap orang untuk bisa menikmati standar 

kesehatan yang tinggi salah satunya yaitu kesehatan reproduksi. Bahkan untuk 

pembangunan sosial dan Sumber Daya Manusia, syarat utamanya adalah memenuhi 

kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan, dan hal ini pun di akui oleh ICPD 

konverensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan di Kairo Mesir tahun 

1994. Dengan kesehatan reproduksi yang sehat, memudahkan setiap individu untuk 

melakukan atau menikmati hubungan seksual dengan aman, memperoleh keturunan, dan 

hasil persalinan ibu pun selamat serta bayi sehat.  

Merujuk pada hal diatas, maka Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

yang merupakan sebuah institusi Hak Asasi Manusia yang di bentuk oleh negara untuk 
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merespon isu hak-hak perempuan  bersama organisasi internasional yakni United Nation 

Population Fund (UNPFA) memiliki peranan yang penting dalam hal membantu para korban 

kekerasan seksual serta menekan kasus kekerasan sekusal tersebut, yang mana hal itu dapat 

menyerang hak fundamental seseorang yang dapat merusak psikis mental korban serta 

adanya gangguan dalam melakukan hubungan seksual secara aman yang berkaitan dengan 

kesehatan reproduksi. 

United National Population Fund (UNPFA) merupakan organisasi yang memiliki 

bidang konsentrasi utama yaitu pada kesehatan seksual dan reproduksi, HAM dan 

kesetaraan gender serta isu demografi. UNFPA juga mendukung program penyediaan 

pasokan dan layanan medis di empat wilayah; negara-negara Arab dan Eropa, Asia dan 

Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, dan Afrika sub-Sahara. Selain itu, UNFPA mendorong 

keterlibatan pemuda dan kontribusi perempuan terhadap kemajuan masyarakat yang adil, 

khususnya di bidang kesehatan reproduksi. UNFPA dan Indonesia mulai bekerja sama pada 

tahun 1972. Dalam kerjasama siklus ke-9 yaitu pada tahun 2016-2020 yang mana UNFPA 

mengusung beberapa pilar kerjasama yaitu: 

a. Kesehatan ibu dan kebidanan (Maternal Health and Midwifery)  

b. Kesehatan reproduksi serta keluarga berencana (Sexsual Reproductive Health and Family 

Planning) 

c. Program pencegahan HIV (HIV Prevention Programme) 

d. Kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan (Humanitarian Preparedness and response) 

e. Kesehatan reproduksi remaja serta pembangunan pemuda (Adolescent Sexsual and 

Reproductive Health (ASRH) and Youth Development) 

f. KBG atau GBV dan praktik-praktik berbahaya (Gender Based Violance and Harmful 

Practices) 

g. Data dan analisis kependudukan (Population Data and Analysis).  

UNFPA saat ini me$rupakan salah satu mitra paling signifikan bagi Indone$sia. UNFPA 

me$njalin hubungan de$ngan BAPPE$NAS, BKKBN, De$pke$s, Ke$me$nke$u, BPS, dan KOMNAS 

Pe$re$mpuan Indone $sia untuk me$laksanakan age$nda ke$rja dan me$mbe$rikan dukungan 

ke$pada Indone$sia. Ke$rjasama UNFPA de$ngan pe$me$rintah RI pada Country Programme $ 

Action Plan siklus ke $-9 (2016-2020) te$lah me$rumuskan se$rta me$nye$pakati untuk me$lanjutkan 

program ke$rjasama dalam bidang ke$se$hatan se$ksual dan re$produksi re $maja dan kaum 

muda (Adole$sce$nts and Youth) se$rta Ke$se$taraan ge$nde$r dan pe$mbe$rdayaan pe$re$mpuan 

(Ge$nde$r E$quality and Wome$n E$mpowe$rme$nt). 

Be$rdasarkan pe$maparan diatas pe$nulis te$rtarik untuk me$ngkaji le$bih dalam lagi 
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me$nge$nai imple$me $ntasi ke$rjasama komnas pe$re$mpuan dan Unite$d Nation Population Fund 

(UNFPA) dalam pe $nanggulangan ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap pe$re$mpuan di Indone$sia 

Tahun 2016-2020. 

 

METODE PENELITIAN 

Pe$ne$litian dalam artike$l ini me$nggunakan me$tode$ kualitatif yang be$rfokus untukpada 

analisis studi kasus, se$rta be$rtujuan untuk me $nge$tahui imple$me$ntasi ke$rjasama komnas 

pe$re$mpuan dan UNFPA dalam pe$nanggulangan ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap pe$re$mpuan di 

Indone$sia tahun 2016-2020. Se$lain itu, pe$nulis juga me$nggunakna te$knik pe$ngumpulan data 

campuran de$ngan me$lakukan obse$rvasi se$cara langsung dilapangan se$rta studi 

ke$pustakaan atau library re$se$arch de$ngan me$ngumpulkan data-data dari be$rbagai sumbe$r 

lite$ratur be$rupa buku, artike$l, dan we$bsite$. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2020 

Salah satu ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap pe$re$mpuan te$rbe$sar di Indone$sia adalah pada 

tahun 1998, yang dinamakan pe$risitwa Me$i 1998, yang mana pada saat itu banyak 

pe$re$mpuan e$tnis Tionghoa yang me$ngalami pe$me$rkosaan. Ke$adaan ne$gara Indone$sia yang 

me$ngalami guncangan stabilitas e$konomi, politik se$rta sosial pasca re$formasi, be$rdampak 

pada lambannya pe$nanganan atas kasus ke$ke$rasan se$ksual pada pe$ristiwa Me$i 1998 yang 

mana mulai maraknya budaya ke$ke$rasan te$rhadap pe$re$mpuan yang tumbuh subur di 

te$ngah masyarakat. Hal te$rse$but te$rtuang dalam data CATAHU (Catatan Tahunan) yang 

me$nunjukan pe$ningkatan te$rhadap ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap pe$re$mpuan se$tiap 

tahunnya.    

Be$rdasarkan pe$ngalaman yang dialami korban se$rta analisis te$rhadap instrume$n 

hukum ke$mudian me$mbe$ntuk pe$mahaman te$ntang ke$ke$e $rasan se$ksual se$bagai “se$tiap 

pe$rbuatan me$re$ndahkan se$rta me$nye$rang te$rhadap tubuh, ke$inginan se$ksual, dan atau 

fungsi re$produksi se$se$orang, de $ngan me$manfaatakan ke$re $ntanan, ke$tidakse$taraan atau 

ke$te$rgantungan se$se$orang be$rdasarkan je$nis ke$lamin yang dapat dise$rtai de$ngan status 

sosial lainnya yang dapat me$ngakibatkan pe$nde $ritaan dan ke$se$ngsaraan fisik, psikis,maupun 

se$ksual bagi korban”.  
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Gambar 2. Data umum BADILAG dan Lembaga Layanan ke Komnas Perempuan Tahun 

2016-2020 

Be$rdasarkan grafik diatas, dan be$rdasarkan data CATAHU 2021, me$ncatat dari tahun 

2016 me$ngalami pe $nurunan ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap pe$re$mpuan de$ngan total 259.150. 

Namun pada kisaran tahun 2017-2019 te$rjadi pe $ningkatan kasus ke$ke$rasan se$ksual te$rhadap 

pe$re$mpuan, yang mana di tahun 2017 te$rcatat 348.446 kasus, tahun 2018 jumlahnya 

me$ningkat jadi 406.178 kasus dan tahun 2019 te$rdapat 431.471 kasus. Se$dangkan pada tahun 

2020, te$rjadi pe$nurunan kasus yang signifikan yakni me$ncapai 299.911 kasus (12). 

Tahun 2020 me$skipun te$rcatat te$rjadi pe$nurunan pe$ngaduan korban ke$ be$rbagai 

Le$mbaga Layanan di masa pande$mi, de$ngan se$jumlah ke$ndala siste$m dan pe$mbatasan 

sosial, KOMNAS Pe $re$mpuan justru me$ne$rima ke$naikan pe$ngaduan langsung yaitu se$be$sar 

2.389 kasus dibandingkan tahun se$be$lumnya yaitu 1.419 kasus. Se$hingga dapat dikatakan 

te$rdapat pe$ningkatan pe$ngaduan 970 kasus di tahun 2020 (13). 

Be$rikut me$rupakan tabe$l ke$ke$rasan te$rhadap pe$re$mpuan di be$rbagai dae$rah di 

Indone$sia. 

Tabel 1. Kasus Kekerasan Terhadap perempuan 

No Provinsi Komnas 

Perempuan 

Badilag Lembaga 

Layanan 

Total 

1. Jawa Barat 594 60.084 461 61.139 

2. Jawa Timur 260 52.288 1.313 53.861 

3. Jawa Te$ngah 216 49.392 312 49.920 

4. Dki Jakarta 463 12.908 4.146 17.517 

5. Sumate$ra Utara 88 16.526 377 16.991 

6. Sulawe$si Se$latan 49 14.058 111 14.218 

7. Lampung 42 12.615 57 12.714 

8. Bante$n 197 11.694 276 12.068 

9. Riau 51 11.673 344 12.068 

10. Sumate$ra Se$latan 40 10.292 112 10.444 

11. Sumate$ra Barat 28 8.576 119 8.723 
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12. Nusa Te$nggara Barat 12 7.936 69 8.017 

13. Ace$h 18 6.332 1.037 7.387 

14. Kalimantan Se$latan 29 4.681 50 4.760 

15. Kalimantan Timur 19 6.877 166 7.062 

16. Kalimantan Barat 22 5.008 5 5.035 

17. Jambi 29 4.681 50 4.760 

18. DI Yogyakarta 58 4.461 207 4.726 

19. Sulawe$si Te$ngah 14 3.732 0 3.746 

20. Be$ngkulu 8 3.474 106 3.588 

21. Sulawe$si Te$nggara 7 1.223 0 1.230 

22. Kalimantan Te$ngah 16 3.285 29 3.330 

23. Bangka Be$litung 30 2.150 91 2.271 

24. Gorontalo 3 2.164 0 2.167 

25. Sulawe$si utara 15 1.742 0 1.757 

26. Papua 13 1.562 12 1.587 

27. Maluku Utara 7 1.223 0 1.230 

28. Tt 1.022 0 0 1.022 

29. Maluku 19 767 172 958 

30. Nusa Te$nggara Timur 20 475 18 513 

31. Bali 8 0 114 122 

32. Ke$pualaun Riau 21 0 38 59 

33. Kalimantan utara 3 0 17 20 

34. Papua Barat 4 0 0 4 

35. Sulawe$si Barat 3 0 0 3 

Total 3.442 326.534 9.806 339.782 

Sumbe$r: Komnas pe$re$mpuan, n.d.-b 

Tabe$l di atas me$nunjukkan bahwa provinsi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa 

Timur, dan DKI Jakarta, me$miliki jumlah kasus te$rtinggi. Hal ini me$nunjukkan bahwa le$bih 

banyak korban yang be$rani me$lapor atau kare$na prose$s pe$nanganan kasus yang sudah 

le$bih baik. Jumlah kasus yang tinggi di Pulau Jawa dise$babkan ole$h ke $mudahan akse$s 

te$rhadap infrastruktur layanan di wilayah te$rse$but, ditambah de$ngan pe$nge$lolaan data dan 

pe$laporan yang le$bih e$fe$ktif. Se$lain itu, tingginya ke$padatan pe$nduduk di Pulau Jawa juga 

dapat me$nje$laskan tingginya jumlah kasus dibandingkan de$ngan wilayah di luar Jawa. 
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Implementasi Kerja sama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS) 

dan United Nation Population Fund (UNFPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual 

Terhadap Perempuan 

1. Kerja sama KOMNAS Perempuan dan UNFPA melalui country programme   action plan 

(CPAP) siklus 9 Periode 2016-2020 

Dalam me$ngkaji imple$me$ntasi ke$rjasama KOMNAS pe$re$mpuan dan UNFPA, dalam 

pe$naggulangan ke $ke$rasan se$ksual te$rhadap pe$re$mpuan, pe$nulis me$nggunakan konse$p 

ke$rjasama inte$rnasional me$nurut K.J Holsti yang me$ne$kankan pe$ran aktor inte$rnasional 

dalam ke$rjasama inte$rnasional. Dalam konte$ks ini, UNFPA se$bagai le$mbaga inte$rnasional 

be$rpe$ran se$bagai mitra utama dalam be$ke$rjasama de$ngan komnas pe$re$mpuan dan 

pe$me$rintah Indone $sia untuk me$ngatasi ke$ke$rasan se$ksual di Indone$sia. 

Ke$rjasama KOMNAS Pe$re$mpuan dan UNFPA me$ngikuti prose$dur pe$re$ncanaan jangka 

me$ne$ngah lima tahunan. Me$nurut Hostli, ke$rjasama inte$rnasional te$rdiri dari se$pe$rangkat 

aturan prinsip, norma, dan prose$dur pe$ngambilan ke$putusan yang me$ngatur be$rjalannya 

re$zim inte$rnasional. Dalam ke$rjasama pe$me$rintah Indone$sia dan UNFPA ini me$nghasilkan 

se$buah dokume$n yang di se$but Country Programme$ Action Plan. Untuk pe$riode$ siklus ke$-

9 komnas pe$re$mpuan be$ke$rja sama pada CPAP ke$-9 pe$riode $ tahun ke$rja sama 2016-2020.  

Ke$rjasama ini di dukung ole$h pe$me$rintah Indone$sia di bawah koordinasi BAPPE$NAS 

dan ke$me$nte$rian ke $uangan. Program ke$rjasama pe$me$rintah RI-UNFPA ini me$ngalokasikan 

inve$satsi se$be$sar USD 24 yang me$miliki 4 fokus tujuan akhir yaitu; bidang ke$se$hatan se$ksual 

dan re $produksi, re$maja dan kaum muda (Adole$sce$nts and Youth), ke$se$taraan ge$nde$r dan 

pe$mbe$rdayaan pe$re$mpuan (Ge$nde$r E$quality and Wome$n E$mpowe$rme$nt), se$rta dinamika 

ke$pe$ndudukan (Population Dynamics), se$bagaimana te$rcantum di dalam Dokume$n 

Program Ke$rja Sama (Country Programme$ Docume$nt/ CPD) 2016-2020 Siklus 9, dan 

Re$ncana Aksi Program Ke$rja Sama (Country Programme$ Action Plan/CPAP) (14).  

2. Outcome dan output  program kerjasama KOMNAS perempuan dan UNFPA 

Pe$layanan ke$se$hatan re$produksi dan se $ksual yang me$rupakan isu pe$nting dan di 

butuhkan ole$h pe$re$mpuan dan anak pe$re$mpuan masih sangat sulit di jangkau, se$bab 

masalah ini se$ring di se$pe$le$kan dan tidak di lihat se$bagai prioritas ole$h pe $me$rintah. Hal ini 

se$jalan de$ngan konse$p ke$rjasama inte$rnasional me$nurut K.J Holsti yang be$ranggapan 

bahwa “ke$rjasama awalnya te$rjadi kare$na adanya be$rbagai masalah nasional, re$gional 

maupun global yang muncul”.  

Hasil pe$mantuan yang di lakukan KOMNAS Pe$re$mpuan me$ne$mukan bahwa 

pe$layanan re$produksi dan se$ksual bagi pe$re$mpuan dan anak pe$re$mpuan sangat minim, 
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se$hingga pe$re$mpuan tidak me$ndapatkan ruang privasi. Be$rikut ini me$rupakan pe$ncapain 

output dan outcome$ program ke $rjasama komnas Pe$re$mpuan UNFPA:  

Pada Output 1 imple$me$ntasi ke$rjasama KOMNAS Pe $re$mpuan dan Unite$d Nation 

Population Fund (UNFPA) yaitu pe$rbaikan ke$bijakan dan program untuk me$nghilangkan 

hambatan-hambatan dalam me$mastikan layanan ke$se$hatan se$ksual dan re$produksi yang 

te$rinte$grasi, ke$se$hatan ibu yang be$rbasis hak dan ke$te$rkaitan HIV/AIDS. Te $rdapat be$be$rapa 

hambatan yang te$rjadi antara lain ke$le$mahan jaminan ke$se$hatan nasional untuk orang 

de$ngan HIV/AIDS. Dalam hal ini, banyak rumah sakit yang me$nolak pasie$n HIV untuk di 

rawat de$ngan alasan kamar sudah pe$nuh. Ke $mudian hambatan lain adalah be$lum bisa 

me$nanggung biaya untuk te$s pe $nunjang te$rapi antire$troviral (pe$ngobatan untuk se$mua 

orang yang te$rinfe $ksi HIV) se$pe $rti te$s viral load yang se$lama ini tidak te$rjangkau untuk 

mayoritas orang de $ngan HIV.  

Maka dari itu outcome$ yang di hasilkan adalah me$ningkatnya ke$te$rse$diaan dan 

pe$manfaatan pe$layanan ke$se$hatan se$ksual dan re$produksi yang te$rinte$grasi, ke$se$hatan ibu, 

dan HIV-KRS, yang re$sponsif ge$nde$r dan se$suai de$ngan HAM dalam hal kualitas pe$layanan 

dan pe$rsamaan akse$s yang te$rdapat dalam ke$bijakan UU No.7 Tahun 1984 te$ntang 

“pe$nge$sahan konve$ni me$nge$nai pe$nghapusan se$gala be$ntuk diskriminasi te$rhadap 

pe$re$mpuan, pe$nghapusan diskriminasi dalam bidang pe$me$liharan ke$se$hatan dan jaminan  

pe$layanan ke$se$hatan te$rmasuk, pe$nghapusan diskriminasi tidak te$rke$cuali untuk 

pe$re$mpuan positif HIV/AIDS dan be$rhak atas layanan ke$se$hatan yang sama de$ngan warga 

lainnya”.  

Dalam hal ini, KOMNAS Pe$re$mpuan me$lalui ke$rjasama de$ngan UNFPA me$mbe$rikan 

re$kome$ndasi te$rhadap ke$me$ntrian ke$se$hatan Indone$sia untuk me$mastikan pe$mbe$rian 

layanan ke$se$hatan yang be$rke$lanjutan bagi pe$re$mpuan positif HIV/AIDS, te$rmasuk 

me$nye$diakan layanan pe$nce$gahan pe$nularan HIV/AIDS pada janin, de$ngan me$nye$diakan 

ske$ma layanan untuk pe$ndataan dan pe$rawatan ke$se$hatan bagi pe $re$mpuan positif 

HIV/AIDS (16).   

Output 2, Pe$nguatan ke$bijakan dan program untuk me$me$nuhi hak dan ke$butuhan 

re$maja dan pe$re$mpuan korban ke$ke$rasan se$ksual yaitu de$ngan adanya Ke$bijakan dalam UU 

No. 23 Tahun 2002 te$ntang Pe$rlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 Butir 2, 

me$nyatakan bahwa pe$rlindungan anak me$ncakup se$gala upaya untuk me$mastikan dan 

me$lindungi anak be$se$rta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, be$rke$mbang, dan 

be$rpartisipasi se$cara optimal se$suai de$ngan martabat ke$manusiaan, se$rta me$ndapatkan 

pe$rlindungan dari ke$ke$rasan dan diskriminasi. 
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 TPKS yang dialami ole$h re $maja pe$re$mpuan, se$pe$rti pe$maksaan pe$rkawinan akibat 

ke$hamilan yang tidak diinginkan atau pe$mutusan se$kolah, be$rte$ntangan de$ngan UU 

Pe$rlindungan Anak, kare$na hal te$rse$but me$nghalangi me$re$ka untuk me$ngakse$s hak 

pe$ndidikan dan be $rdampak pada ke$se$hatan re$produksi di usia muda jika me$ngalami 

ke$hamilan. Se$lain itu, UU No. 39 Tahun 1999 me$nyatakan bahwa ke$lompok masyarakat yang 

re$ntan be$rhak me$mpe$role$h pe$rlakuan dan pe$rlindungan khusus. Ini be$rarti re$maja, se$bagai 

bagian dari ke$lompok te$rse$but, juga be$rhak me$ndapatkan pe$rlakuan yang tidak 

diskriminatif, te$rmasuk dalam me$ngakse$s dan me$me$nuhi hak atas ke$se$hatan re$produksi dan 

se$ksual me$re$ka. 

Be$rdasarkan output ke$dua te$rse$but maka di dapatkan outcome$ dua yaitu 

me$ningkatnya komitme$n te$rhadap re$maja, te$rutama re$maja pe$re$mpuan pada usia yang 

sangat muda, dalam ke$bijakan dan program pe$mbangunan nasional, khususnya dalam 

pe$ningkatan ke$te$rse$diaan pe$ndidikan se$ksual dan layanan ke$se$hatan re$produksi yang 

kompre$he$nsif. Komnas yang ke$mudian didukung ole$h UNFPA me$mbe$rikan re$kome$ndasi 

ke$pada Ke$me$nte$rian Pe$ndidikan dan Ke$budayaan untuk me$nye$diakan layanan konse$ling 

ke$se$hatan re$produksi dan se$ksual di lingkungan pe$ndidikan, yang dapat diakse$s ole$h re$maja 

pe$re$mpuan se$te$lah jam pe$lajaran. Langkah ini diambil se$bagai bagian dari upaya 

pe$rlindungan te$rhadap re$maja pe$re$mpuan. Se $lain itu, KOMNAS juga me$re$kome$ndasikan 

ke$pada Ke$me$nte$rian Ke$se$hatan untuk me$nge$mbangkan layanan ke$se$hatan re$produksi dan 

se$ksual yang ramah re$maja, de$ngan cara me$ningkatkan pe$mahaman te $naga ke$se$hatan 

me$nge$nai pe$ntingnya me$mbe$rikan layanan yang te$pat bagi re$maja te$rkait isu-isu ke$se$hatan 

re$produksi dan se$ksual me$re$ka. Se$lain itu, pe$rlu adanya pe$ngalokasian jaminan ke$se$hatan 

khusus bagi re$maja pe$re$mpuan yang me$nghadapi masalah ke$se$hatan re$produksi dan 

se$ksual, te$rmasuk ke$hamilan yang tidak diinginkan, dalam siste$m pe $mbiayaan yang 

dise$diakan ole$h UNFPA.   

Outcome$ 3 Me$ningkatnya ke$se$taraan ge$nde$r, pe$mbe$rdayaan pe$re$mpuan dan re$maja 

pe$re$mpuan, se$rta pe$me$nuhan hak re$produksi, te$rmasuk yang be$rada pada ke$lompok 

re$ntan dan marjinal. Adapun targe$t komnas pe$re$mpuan adalah ke$bijakan atau re$gulasi yang 

me$ndukung upaya pe$nghapusan praktik yang be$rbahaya bagi pe$re$mpuan antara lain 

ke$ke$rasan se$ksual, pe$motongan atau pe$rlukaan ge$nitalia pe$re$mpuan, fe $misida dan lain 

se$bagainya. Ke$bijakan utama yang di dorong ole$h komnas pe$re$mpuan adalah UU TPKS 

yang ke$mudian me$ndorong aturan pe$laksana dari UU Pe$me$rintah (RPP) te $ntang koordinasi 

dan RPP te$ntang pe $ngawasan, pe $nanggulangan dan pre$ve$nsi TPKS (Wawancara Kak Yanti 

Ratna).  
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Program-program yang te$lah di lakukan komisi Nasional Anti ke$ke$rasan te$rhadap 

pe$re$mpuan dan UNFPA adalah inte$rve$nsi komnas pe$re$mpuan dalam forum strate$gi 

inte$rnasional yaitu me$nghadiri The$ Commission on the$ Status of Wome$n (CSW) PBB di Ne$w 

York untuk me$mpromosikan ke$se$taraan ge$nde$r dan pe$mbe$rdayaan pe$re$mpuan. 

Tahun 2017 me$rupakan CSW  ke$ 61 (CSW 61) yang akan dise$le$nggarakan pada 13-24 Mare$t 

2017 de$ngan  “Wome$n's e$conomic e$mpowe$rme$nt in the$ changing world of work' de$ngan 

fokus diskusi pada te$ma “E$mpowe$rme$nt of indige$nous wome$n” (17). 

 

SIMPULAN 

KOMNAS Pe$re$mpuan me$rupakan le$mbaga inde$pe$nde$n di bawah naungan 

pe$me$rintah Indone$sia yang me$miliki mandat yang be$rkaitan de$ngan masalah Tindak pidana 

ke$ke$rasan te$rhadap pe$re$mpuan (TPKS). Isu hak re$produksi dan se$ksual yang me$njadi bagian 

dari program Komisi Nasional Anti Ke$ke$rasan Te$rhadap Pe$re$mpuan dan Unite$d Nation 

Population Fund (UNFPA) yang me$rupakan dana ke$pe$ndudukan PBB, yang me$ngurus 

te$rkait pe$nye$diaan suplai ataupun layanan pe$rawatan ke$se$hatan, se$rta me$ndorong 

partisipasi pe$re$mpuan untuk me$nge$mbangkan masyarakat yang te$rke$na dampak HIV/AIDS. 

Se$jalan de$ngan banyaknya kasus ke$ke$rasan te$rhadap pe$re$mpuan, komnas pe$re$mpuan 

me$lakukan ke$rjasama de$ngan Unite$d Nation population Fund (UNFPA) me$ngikuti prose$dur 

pe$re$ncanaan jangka me$ne$ngah lima tahunan. Prose$s ini me$nghasilkan se$buah dokume$n 

yang di se$but Country Programme$ Action Plan. Untuk pe$riode$ siklus ke$-9 Komnas 

Pe$re$mpuan be$ke$rja sama pada CPAP ke$-9 pe$riode$ tahun ke$rjasama 2016-2020. Dalam 

imple$me$ntasi ke$rjasama antara komnas pe$re$mpuan dan UNFPA te$rdapat be$be$rapa output 

dan outcome$ yaitu: 

Output hasil ke$rjasama antara KOMNAS pe$re$mpuan yaitu re$kome$ndasi komnas 

pe$re$mpuan te$rhadap ke$me$ntrian ke$se$hatan di Indone$sia untuk me$mastikan  pe$mbe$rian 

layanan ke$se$hatan yang be$rke$lanjutan bagi pe$re$mpuan positif HIV/AIDS, te$rmasuk 

me$nye$diakan layanan pe$nce$gahan pe$nularan HIV/AIDS pada janin, de$ngan me$nye$diakan 

ske$ma layanan untuk pe$ndataan dan pe$rawatan ke$se$hatan bagi pe $re$mpuan positif 

HIV/AIDS. Se$lain itu untuk ke$se$hatan se$ksual yaitu me$nge$mbangkan kampanye $ 

pe$nce $gahan, pe$nye$baran infe$ksi me$nular se$ksual, te$rmasuk kampanye$ pe$nggunaan 

kondom, me$mbangun kapasitas te$naga ke$se$hatan di layanan ke$se$hatan be$rpre$spe$ktif Hak 

Asasi Manusia dan ge$nde$r untuk me$mbe$rikan layanan ke$se$hatan tanpa diskriminasi 

te$rmasuk pe$re$mpuan positif HIV. Dan juga me $ndukung upaya pe$nghapusan praktik yang 

be$rbahaya bagi pe$re$mpuan se $pe$rti ke$ke$rasan se$ksual, pe$motongan atau pe$rlukaan 
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ge$nitalia pe$re$mpuan, fe$misida, dan lain se $bagainya. dan RPP te$ntang pe$mantauan, 

pe$laksanaan, pe$nce $gahan, dan pe$nanganan TPKS.   

Se$lain itu, dalam ke$rjasama antara komnas pe$re$mpuan dan UNFPA me$nghasilkan 

Program-program be$rupa inte$rve$nsi komnas pe$re$mpuan dalam forum strate$gi 

inte$rnasional yaitu me$nghadiri  The$ Commission on the$ Status of Wome$n (CSW) PBB di Ne$w 

York untuk me$mpromosikan ke$se$taraan ge$nde$r dan pe$mbe$rdayaan pe$re$mpuan. 

Tahun 2017 me$rupakan CSW ke$ 61 (CSW 61) yang dise$le$nggarakan pada 13-24 Mare$t 2017 

de$ngan “Wome$n's e$conomic e$mpowe$rme$nt in the$ changing world of work” de$ngan fokus 

diskusi pada te$ma “E$mpowe$rme$nt of indige$nous wome$n”. 
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